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ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa jumlah persyaratan untuk setiap provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU 
Provinsi; bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang 
Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta 
Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024. 
 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345); Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 



Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 
2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara 
Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Jawa Barat Nomor 163 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap 
Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman 
Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Jawa Barat Tahun 2024; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. 
 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2024 

diatur tentang :  

Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 adalah 6,5% dari 
akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 atau sama dengan 6,5% x 25.628.207 
suara sah = 1.665.833,455, dibulatkan ke atas menjadi 1.665.834 (satu juta enam ratus 
enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat) suara sah. 
 

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2024 
 


